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RANCANGAN PERATURAN DESA GOGIK

KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GOGIK

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GOGIK,

bahwa dalam rangka melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk
meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan
masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan desa ;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3)
Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
dan guna memperlancar pelaksanaan progam umum di
bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan
dan Pemberdayaan, perlu ditetapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa ( APBDes ) Tahun Anggaran 2020

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1652);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
Tentang Badan Permusyawaratan Desa,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;



Menetapkan :

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18
Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006
Nomor 19 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21
Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 21 Seri D
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 16) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor. 05
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019
Nomor 05);

Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019
Nomor 80);

Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2019
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019
Nomor 81);

Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 Tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan
Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 84);

Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun
Anggaran 2020 ; (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2019 Nomor 87);

Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat
Kabupaten Semarang Nomor 02 Tahun 2019 tentang
RKPDesa Tahun 2020 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun
2019 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GOGIK

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA GOGIK TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

2020.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai

berikut:

1. Pendapatan Desa Rp 1,533,082,000,00
2. Belanja Desa
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 556,148,035,-
2) Bidang Pembangunan Rp. 815,466,500,-
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 85,435,000,-
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 75,875,500,-
5) Bidang Penanggulangan Bencana
Keadaan Mendesak dan Darurat Rp. 1.500.000,-
Jumlah Belanja Rp. 1,536,425,035,-
Surplus/Defisit Rp (3,343,0359)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 23,343,035,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. - _20,000,000,-

Selisih Pembiayaan (a — b) Rp. 3,343,035,-

Jumlah Pembiayaan Rp.

Sisa Lebih/ {Kurang) perhitungan anggaran RP. 0,-
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa

guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.
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Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa

ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Diundangkan di Gogik
pada tanggal 17 Januari 2020

SEKRETARISf ESA GOGIK

ALIS ARIFA RAHMAN

Ditetapkan di Gogik
Pada tanggal 16 Januari 2020

/"‘3““\\
UPA

/@ <BADA DESA GOGIK,
//é\ yA

(3

13

\%

\& ¥/

4 SUDJARWOTO

LEMBARAN DESA GOGIK KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 01



